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BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR  49  TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 6177); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 648); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 
Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7); 

   

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

  Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.  

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 

oleh satuan kerja perangkat daerah atau mesyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan olah 1 (satu) atau beberapa satuan kerja 
perangkat daerah sebagai bagran dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil atau sumber daya manusia, 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana 
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 
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  Pasal 2 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan 
Daerah dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah semula sebesar 

Rp.1.800.417.023.124,00 (Satu triliun delapan ratus 
miliar empat ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu 
seratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar 
Rp.49.952.994.921,00 (Empat puluh sembilan miliar 
sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus 
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh 
satu rupiah), menjadi Rp.1.750.464.028.203,00 (Satu 
triliun tujuh ratus lima puluh miliar empat ratus enam 
puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus 
tiga rupiah). 

b. Belanja Daerah semula sebesar 
Rp.1.852.936.993.777,00 (Satu triliun delapan ratus 
lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam 
juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh 
ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar 
Rp.1.765.709.790,00 (Satu miliar tujuh ratus enam 

puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus 
sembilan puluh rupiah), menjadi 
Rp.1.854.702.703.567,00 (Satu triliun delapan ratus 
lima puluh empat miliar tujuh ratus dua juta tujuh 
ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). 

c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 104.238.675.364,00 
(Seratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta 
enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam 
puluh empat rupiah) terdiri dari: 
1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar 

Rp.52.519.970.653,00 (Lima puluh dua miliar lima 
ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh 
puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) 
bertambah sebesar Rp. 51.718.704.711,00 (Lima 
puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta 
tujuh ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah) 
dan menjadi Rp. 104.238.675.364,00 (Seratus empat 
miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus 
tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat 

rupiah). 
2. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp. 0,00 

(Nol rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga 
tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 

d. Defisit Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025 
sebesar Rp.104.238.675.364,00 (Seratus empat miliar 
dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh 
puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) 

e. Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Tahun Anggaran 
2025 sebesar Rp.104.238.675.364,00 (Seratus empat 
miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus 
tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat 
rupiah). 

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan 



5 
 

 

 

 

 

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 

   
Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2025 Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2025 Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Hibah; 
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 

dan Besaran Bantuan Sosial; 
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 

dan Besaran Alokasi bantuan keuangan 
bersifat umum dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI  Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 
Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil 
Pajak Daerah; 

7. Lmpiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya 
Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan 
Dana Bagi Hasil -Minyak dan Gas Bumi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan  Dalam Rancangan Perda 
tentang   Perubahan APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran   
Perubahan APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara. 
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SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. 
Penata Tingak I (III/d) 

19850725 201503 1 001 
 

 
 
 

Pasal 4 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang 
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

   

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 10 September 2025  

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

 

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO 

 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 10 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

WAWAN SETIAWAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 50 


